
 

 
 
 
 
 
 

SALINAN 
RANCANGAN  

PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA 
NOMOR  14  TAHUN  2012 

 
TENTANG 

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH  
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA SURABAYA, 
 
 

Menimbang : a. bahwa barang milik daerah sebagai salah satu unsur penting  
dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan 
Daerah, untuk itu barang milik daerah perlu dikelola secara tertib 
agar dapat dimanfaatkan secara optimal dalam rangka 
mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 

 
b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan pemanfaatan barang 

milik daerah secara optimal perlu dilakukan penataan 
administrasi pengelolaannya; 

 
c. bahwa berdasarkan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 6 

Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
38 Tahun 2008, ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan 
barang milik daerah diatur dalam Peraturan Daerah; 

 
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan 
Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. 

 
 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

 
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ 
Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730); 

 
3. Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1957 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1955 tentang 
Penjualan Rumah Negeri kepada Pegawai Negeri sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 158 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 158); 
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4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 
Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043); 

 
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4286); 

 
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4355); 

 
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 
kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4844); 

 
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4438); 

 
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 
Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 

 
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan 

Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran 
Negara Tahun 2012 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 5280); 

 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan 

Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran Negara 
Tahun 1971 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 
2967);  

 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah 

Negara (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 69 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3573) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 (Lembaran 
Negara Tahun 2005 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4515); 

 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna 

Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah 
(Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 58 Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3643); 

 
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 
2005 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502); 

 
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 
Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor  165 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4593); 

 
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan 

Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 
Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 78 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855); 

 
18. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 
Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4761); 

 
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 
123 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165); 

 
20. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1974 tentang Tata Cara 

Penjualan Rumah Negeri; 
 
21. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama 

Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan 
Infrastruktur; 

 
22. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana 
telah diubah  dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011; 

 
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang 

Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan 
dan Materiil Daerah; 

 
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 tentang 

Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah; 
 
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003  tentang 

Pedoman Penilaian Barang Daerah; 
 
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang 

Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 11 Tahun 2007; 

 
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011; 

 
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 
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29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
Daerah; 

 
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang 

Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah; 
 
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah; 
 
32. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2005 tentang 

Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya 
(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 5/D); 

 
33. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya 
Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota 
Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah 
Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Surabaya Nomor 9); 

 
34. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11). 

 
 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA 
DAN 

WALIKOTA  SURABAYA, 
 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK 

DAERAH. 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :  
 
1. Daerah adalah Kota Surabaya. 
 
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya.  
 

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya. 
 
4. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya. 
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5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surabaya. 
 
6. Asisten Administrasi Umum adalah Asisten Administrasi Umum 

Sekretariat Daerah Kota Surabaya. 
 

7. Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah adalah Kepala 
Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya. 

 
8. Kepala Bagian Perlengkapan adalah Kepala Bagian Perlengkapan 

Sekretariat Daerah Kota Surabaya. 
 
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD 

adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku Pengguna 
Barang, terdiri dari Lembaga Teknis, Dinas, Bagian pada Sekretariat 
Daerah, Kecamatan, Kelurahan, Sekretariat DPRD dan Satuan Polisi 
Pamong Praja. 

 
10. Unit kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau 

beberapa program kecuali Bagian pada Sekretariat Daerah. 
 

11. Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan 
Pemerintah Kota Surabaya. 

 
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 

disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kota Surabaya. 

 
13. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh 

atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 
 

14. Pengelola barang milik daerah yang selanjutnya disebut pengelola 
barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab 
menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan 
barang milik daerah. 

 
15. Pembantu pengelola barang milik daerah yang selanjutnya disebut 

pembantu pengelola barang adalah pejabat yang bertanggungjawab 
mengkoordinir penyelengaraan pengelolaan barang milik daerah 
yang ada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah. 

 
16. Pengguna barang milik daerah yang selanjutnya disebut pengguna 

barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang 
milik daerah. 

 
17. Kuasa pengguna barang milik daerah yang selanjutnya disebut 

kuasa pengguna barang adalah pejabat yang ditunjuk oleh pengguna 
barang untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam 
penguasaannya. 

 
18. Penyimpan barang milik daerah yang selanjutnya disebut penyimpan 

barang adalah pegawai yang diserahi tugas untuk menerima, 
menyimpan, dan mengeluarkan barang. 

 
 
 


